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Abstrak 

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik 

hukum Islâm maupun hukum positif (negara). Dalam Undang- Undang perkawinan telah di 

tetapkan mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah 

satunya Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan 

yang dilakukan di bawah ketetuan undang-undang perkawinan, ini sudah lama terjadi 

dengan begitu banyak pelak, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah 

terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, 

pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain. 
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A. PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk sosial (zoonpoliticoon), sehingga tidak bisa hidup 

tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk 

hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain 

mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur1. Salah satu langkah atau cara untuk 

mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan 

perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 

yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan 

keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga 

yang kekal dan bahagia. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan 
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tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan harus 

mempersiapkan segala sesuatunya meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi. 

Perkawinan akan membentuk suatu keluarga yang merupakan unit terkecil yang menjadi 

sendi dasar utama bagi kelangsungan dan perkembangan suatu masyarakat bangsa dan 

negara. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang sah dan tidak di bawah tangan, 

karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. 

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara 

sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun 

menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. 

Menurut ahli bahasa Arab, kata nikah berarti adh-dhamm dan ijtima’. Jika di 

Indonesiakan, adh-dhamm berarti penggabungan, sedangkan ijtima’ berarti berkumpul, 

sebab dalam nikah memang terjadi “penggabungan“ dan “pengumpulan” antara dua insan 

yang berlawanan jenis dalam satu bahtera rumah tangga.
1
 

Tujuan perkawinan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia, karena dengan 

menikah berarti seseorang telah membuka jalan untuk melestarikan keturunannnya. 

Berdasarkan tujuan ini, para pakar fikih mengharamkan perkawinan usia muda sebab 

perkawinan tipe ini telah menyimpang dari tujuan semula.
2
 

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat di 

antaranya pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

19 tahun.
3
 Namun, dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

wanita.
4
 Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut maka perkawinan yang 

dilangsungkan sebelum memenuhi persyaratan yang dimaksud dikategorikan sebagai 

                                                             
1
 M. Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah (Jawa Timur: Pustaka, 

2008), hlm. 3 
2
 Nasir Bin Sulaiman Umar, Mencipta Rumah Tangga Bahagia Sejak Dini (Yogyakarta: 

PT. Absolute, 2002), hlm. 10 
3
 Pradnya Paramita, Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm. 540 

4
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perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia muda, di mana perkawinan yang para 

pihaknya masih sangat muda dan belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah 

ditentukan dalam melakukan perkawinan. 

Dalam hal pernikahan di bawah umur, baik itu diistilahkan sebelum haid, dalam 

pandangan Islam sah, yang pandangan telah telah sepakat, bahwa seorang ayah yang 

menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah).
5
 

Imam Syafi‟i dengan mazhabnya memberikan hukum mubah (sah) untuk pernikahan 

yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabilah anak tersebut telah dewasa 

dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan 

pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya atas pernikahnnya itu.
6
 

Berdasarkan apa yang yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan 

dibawah umur hukumnya mubah (sah) dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam, dan dalam 

persyaratannya dapat dilihat bahwa Islam tidak mencantumkan pembatasan umur bagi 

mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata 

Islam dinilai ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi. Perkawinan tersebut harus 

ada persetujuan, dari kedua belah pihak calon mempelai secara suka rela tanpa ada paksaan 

dari pihak lain hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam perkawinan tersebut, 

segala sesuatu yang akan dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil 

yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga (perkawinan). Salah satu yang perlu 

direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berupa yang pantas bagi seorang 

pria dan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan, karena perkawinan tersebut 

dapat menundukkan pandangan mata dan memelihara kemaluan. Sebagaimana sabda Nabi 

Muhammad saw.: 

 “Dari Abdullah bin Mas‟ud r.a berkata,” Rasulullah saw. bersabda kepada kami, 

Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian sudah mampu berumah tangga, hendaklah ia 

menikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan mata dan lebih dapat 

                                                             
5
 Buku,http://konsultasi.wordpress.com/2008/11/22/hukum-menikahi-perempuan-di-bawa-

umur/#more-331(ditulis oleh:farid marid ma‟ruf, 22 November 2008) 
6
 Ahmad Bin Umar Addairabi, Ahkamuz-Zawaaji Ala Al Madzaahibil Arba’ah 

Diterjemahkan Dengan Judul Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin Wali dan Saksi (Jakarta: 

Mustaqim, 2003), hlm. 14 
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memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, ia harus berpuasa, karena 

sesungguhnya puasa itu merupakan obat penahan nafsu baginya.” (Muttafaq‟ Alaih).
7
  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pria dan seorang wanita 

yang sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka diperintahkan untuk 

melangsungkan perkawinan. Di Indonesia, apabila belum mencapai umur 19 tahun dan pihak 

wanita/pria sudah mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur 

dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. 

Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus mengajukan dispensasi 

kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

wanita. Salah satunya yang diberikan kewenangan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) 

dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN). 

 

B. PEMBAHASAN 

Hukum Pernikahan Anak Dalam Hukum Islam 

 

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di 

masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, 

humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.
8
 Termasuk dalam 

ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang mengupas 

masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil 

baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara‟ sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara‟ al 

ashlu fi al ‟af‟aal at-taqayyudu bi al hukmi al-syar‟iyy.
9
 Pada mulanya hukum menikah 

adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ ayat 3:  

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

                                                             
7
 Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Lengkap Bulughul Maram (Jakarta Timur: 

Akbar Media, 2010), hlm. 262 
8
 Imam Syathibi, Al-Muwafaqat, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah) hlm. 220 

9
 Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Juz III , 1953. hlm. 19 
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Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan 

pernikahan (thalabul fi‟li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan 

karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal 

sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa 

menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib 

baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun 

menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah 

atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada 

hadis Nabi yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah 

menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih 

menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi 

perisai bagimu” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi 

para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. 

Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu: (a) Kesiapan ilmu, 

yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah 

pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah 

seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi 

keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu „ain 

hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan seharihari yang 

dilakukannya atau yang akan dilakukannya; (b) Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud 

dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah 

suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al-hajat alasasiyyah) bagi istri 

berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil 

ma‟ruf); (c) Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani 

tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberi 

penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk 

berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan “fisik” yang satu ini perlu mendapat perhatian 

serius. 

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut 

syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam 

semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang 



 
 

21 
 

menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan 

yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif 

sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan 

dini selalu berkonotasi tidak baik. 

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang 

sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau 

penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu 

menjalankan tugasnya sebagai istri.  

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat 

memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan 

berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain 

sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa 

beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang 

dianggap mempunyai al-bâ‟ah, yaitu kemampuan memberi nafkah. 

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia 

dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. 

Imam An-Nasa‟i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula 

Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al- Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai 

shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-

Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun 

Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat 

diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh 

dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat 

melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan 

pernikahanm mereka. 

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang 

menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para 

Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi 

Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti 

Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh 

umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi 

Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya. 
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Pernikahan Nabi Muhammad denga Aisyah berdasarkan mimpi ini diungkapkan 

dalam sebuah hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam muslim bahwasanya 

Rasulullah saw bersabda: “Engkau diperlihatkan kepadaku di dalam mimpi selama tiga hari. 

Seorang malaikat datang membawamu di dalam sepotong kain sutera. Malaikat itu berkata: 

“Ini adalah istrimu”. Aku lalu menyingkap wajahmu, ternyata wanita itu adalah engkau. 

Akupun berkata; “Kalau ini berasal dari Allah, maka Dia akan mewujudkannya.” 

Perkawinan yang penuh berkah itupun membawa kebaikan yang besar, karena Aisyah atas 

kehendakNya menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin yang mampu menguasai ribuan 

hadis dan menjadi “the life reference.” 

Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya suatu 

hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita cermati lebih detail 

bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan dengan 

tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah 

karena sudah telanjur hamil. Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini 

adalah: Pertama, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di 

kalangan muda-mudi; Kedua, apabila jarak usia orang tua dan anak berdekatan, maka ketika 

anaknya membutuhkan perhatian dalam hal biaya pendidikan, diharapkan orang tuanya 

masih sehat wal afiyat untuk menunaikan kewajiban tersebut.
10

 Ketiga, saat belum menikah, 

anak-anak muda senantiasa dihinggapi lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. 

Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik 

berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negative, maka 

keputusan untuk melakukan pernikahan dini dapat dibenarkan; 

Keempat, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi 

perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan 

dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.” 

Kelima, meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa 

produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh 

lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin 

                                                             
10

 Dr. Alexis Carell, “Man, The Unknown”, mengatakanbahwa semakin dekat jarak waktu 

nyang memisahkan antara dua generasi, semakin kuat pula pengaruh moral orang tuakepada 

anaknya, hlm. 215 
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banyak tetapi populasi calon penerus genarasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara 

kualitas; Keenam, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan 

hasrat sang suami secara syar‟i; Ketujuh, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul 

tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain. 

Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan 

dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan, diantaranya: (a) Wanita hamil 

beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu yang terus 

menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi 

yang dikandungnya; (b) Mengakibatkan keengganan atau lemahnya semangat para pemuda 

untuk menikah sehingga fenomena hidup melajang menjadi salah satu pilihan atau gaya 

hidup karena sudah merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang 

yang mendampingi hidupnya sebagai pasangan hidup; (c) Semakin mundur usia nikah akan 

semakin menurun semangat orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara 

Barat, sehingga banyak perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka 

lebih memilih hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel Sperma yang mereka bisa 

dapatkan di Bank-bank sperma; (d) Kanker payudara dan Rahim lebih kecil prosentasenya 

bagi wanita yang pernah hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang 

sangat matang; (e) Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang 

kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun; (f) 

Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa perbandingan jumlah kasus aborsi pada wanita di atas 

usia 35 tahun lebih banyak 3 sampai 4 kali dibandingkan dengan wanita yang hamil di 

bawah usia tersebut; (g) Operasi caesar, kelahiran prematur, cacat fisik, kematian janin di 

dalam rahim sebelum lahir, akan lebih besar kemungkinannya ketika usia ibu hamil semakin 

banyak bertambah.
11

 

Drs. K.H Miftah Faridl memberikan pendapat bahwa pernikahan antara pria yang 

telah baligh dengan wanita yang belum baligh dapat dinilai sah, hal ini juga dilandaskan 

pada konteks sejarah dan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a tentang pernikahannya 

dengan Rasulullah Saw. Namun beliau menambahkan bahwa kedudukan nikah yang agung 

dan mulia memiliki fungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan 

datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak telah 

                                                             
11

 Al-fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, “Hikmah danKetentuan Pernikahan Dini,” dalam 

Jurnal Salafiyyun http://fadhlihsan.wordpress.com 

http://fadhlihsan.wordpress.com/
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memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaiman suami dan istri 

yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik dan apa yang dilakukan oleh 

Rasulullah dengan Siti Aisyah r.a merupakan suatu kejadian yang memiliki hikmah yang 

dalam bagi kelangsungan syariat Islam, tidak semata-mata bertujuan an sich perkawinan 

pada umumnya.
12

 

 

 

Hukum Pernikahan Anak Menurut Perundang- Undangan 

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif 

(negara). Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga 

negaraoleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, 

termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan 

kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu 

perkawinan.”
13

 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin atara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang kekal berdasarkan 

Ketuhana Yang Maha Esa”.
14

 Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yag dapat di lihat”.
15

 

Dalam hukum perdata unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan 

kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu”.
16

 Hukum Islam, dalam hal ini Al 

Qur`an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. 

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu 

membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya 

untuk menikah. 
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Dalam Al-qur`an memang tidak secara sepesifik membahas tentang usia perkawinan 

hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh 

dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai 

dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di 

mana hukum itu akan diundangkan”.
17

 Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan 

batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam 

hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang 

bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat 

dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai 

nafsu seks”.
18

 

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa  tujuan perkawinan, salah 

satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa 

dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas 

umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal 

tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai usia 19 tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. 

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini 

pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan 

ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai 

dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari 

sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengigat perkawinan yang 
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dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha 

Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan. 

Namun penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi 

yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari 

pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal 

penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau 

Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” 

Secara mendasar, Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mendorong lebih luas terjadinya 

perkawinan anak terutama dengan menggunakan frasa penyimpangan tanpa ada penjelasan 

yang lebih rigid terhadap penyimpangan tersebut. Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 

(1) UU Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap 

ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa 

pejabat lain. Selain itu ketentuan pengetatan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan 

suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk 

perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.”
19

 Salah satu asas atau prinsip perkawinan 

yang dengan demikian dapat mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur”.
20

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 

Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan 

bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan tambahan 

alas an untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dalam hal ini dapat dilihat bunyi 

pasal yang menyangkut dengan Pasal 15 ayat (1) “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang 

ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 

tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Sedangkan bunyi dari ayat (2) 

Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 
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tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, izin orang tua wajar karena 

mereka yang belum berumur 21 dianggap belum dewasa menurut hukum. 

Dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi 

terhadap perkawinan yang berlaku sejak di syahkannya Undang-Undang Perkawinan secara 

lengkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Kewajiban 

Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan 

Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. 

Sementara untuk pertimbangan hakim sendiri Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah 

memberikan suatu pengaturannya dengan menyatakan sebagai berikut: ”Untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

harus mendapat izin kedua orang tua”. Dengan demikian pengadilan akan mengeluarkan 

surat izin perkawinan yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah 

ditetapkan oleh pengadilan. Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 

26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah 

terjadinya perkawinan di usia anak-anak, dan menindak lanjuti dari perubahan undang-

Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang 

perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah 

umur. 

Namun demikian perkawinan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Menurut 

Pasal 60 KHI menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau 

calon isteri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum 

Islam dan peraturan perundang-undangan. Yang dapat mencegah perkawinan adalah para 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali 

pengampu dari salah seorang calon mempelai, suami atau isteri yang masih terikat dalam 

perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami, serta pejabat yang ditunjuk 

untuk mengawasi perkawinan (Pasal 62, 63, dan 64 KHI) 

Selain itu hakim juga sebagai pihak penegak hukum, setiap penerapan hukum atau 

keputusan hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang 

hendak dicapai oleh syari‟at. Apabila penerapan suatu rumusan akan bertentangan hasilnya 

dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum tersebut harus ditangguhkan. Demi 
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pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum-hukum, 

pengecualian secara sah perlu diberlakukan.  

Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. 

 

 

 

C. HASIL DAN ANALISA 

Analisis Hukum Pernikahan Anak Dalam Konteks Kekinian 

Secara hukum pernikahaan anak saat ini, para orang tua sangatlah berperan dalam 

mengembangkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik agar tidak terjadi pernikahan 

dalam kalangan anak-anak. Walaupun undang-undang telah melarang melaksanakan 

perkawinan di bawah umur namun dispensasi terhadap perkawinan tersebut masih di berikan 

terhadap anak oleh lembaga pengadilan yang diajukan oleh orang tua anak. Saat ini ada dua 

faktor anak menikah muda:  

Pertama, faktor internal (keinginan dari diri sendri). Faktor yang mempengaruhi 

perkawinan usia muda dapat berasal dari internal yakni faktor yang berasal dari dalam 

individu. Keinginan dari anak yang memilih menikah atas keinginan sendiri karena telah siap 

mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Pasangan ini menikah dikarenakan 

adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Kondisi ini yang akhirnya membuat 

keputusan untuk melangsungkan perkawinan di usia muda tanpa memikirkan masalah apa 

yang akan dihadapi kedepannya. 

Selain, anak melakukan perkawinan di usia muda dikarenakan konsep diri anak 

tersebut. Mereka menganggap bahwa setelah melakukan perkawinan di usia muda sama 

sekali tidak membuat mereka minder atau tidak percaya diri baik di lingkungan masyarakat 

maupun pergaulan mereka. Hanya sedikit dari anak yang membatasi pergaulannya setelah 

kawin dikarena sudah memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. 

Selain keinginan dari diri sendiri, faktor lain yang mendorong anak melakukan 

perkawinan di usia muda berasal dari keinginan dari orang tua. Orang tua memiliki posisi 

yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan dipatuhi. 
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Orang tua menginginkan anaknya untuk segera menikah karena adanya rasa takut dari dalam 

diri orang tua jika anaknya suatu saat melakukan perbuatan yang membuat malu nama baik 

orang tua. Selain itu, ada juga yang menikahkan anaknya agar dapat terbantu dalam segi 

pekerjaan. Dukungan dari orang tua yang mempengaruhi perkawinan usia muda dimana 

Orang tua merasa khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-

laki yang sangat lengket sehingga mengawinkan anaknya. 

Kedua, faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengamatan dalam masyarakat juga 

mengungkapkan faktor eksternal juga menyebabkan anak melakukan perkawinan usia muda 

diantaranya disebabkan oleh: (a) Faktor ekonomi, Minimnya ekonomi menyebabkan orang 

tua menikahkan anaknya di usia muda, daripada menyekolahkan anaknya ke jenjang yang 

lebih tinggi. Orang tua yang memiliki anak banyak akan cenderung lebih banyak mengalami 

kesulitan dalam hal keuangan jika dibandingkan dengan mereka yang memiliki sedikit anak. 

Dan perkawinan usia muda ini sering terjadi pada masyarakat yang tinggal di desa Biasanya 

anak berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini tentu akan berdampak baik anak anak 

maupun orang tuanya. Si anak bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang 

tuanya bisa berkurang; (b) faktor hamil diluar nikah, faktor sosial, yaitu banyak anak-anak 

yang hamil di luar nikah dan diakibatkan karena pergaulan budaya bebas yang mereka 

dapatkan melalui vitur-vitur internet sehingga membuat mereka ingin mencobanya. 

Pengaruh internet yang seringkali memuat situs porno atau menampilkan pornografi. Mereka 

hanya mengunggulkan keinginan untuk meniru apa yang dilihat tanpa melakukan 

penyaringan. faktor hamil diluar nikah yang biasa disebut sebagai kehamilan yang tidak 

diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan merupakan suatu kondisi dimana pasangan 

tidak menghendaki adanya proses kelahiran dari suatu kehamilan. Dan ini terjadi akibat 

pergaulan bebas yang dikenal dengan bermula dari hubungan seks pranikah atau seks bebas; 

(c) Faktor putus sekolah yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. 

Sebagian besar putus sekolah disebabkan karena ekonomi keluarga yang kurang baik dan 

juga pengaruh dari lingkungan, serta keinginan dari anak tersebut untuk tidak sekolah. 

Bahkan mereka mengatakan lebih baik bekerja yang dapat menghasilkan uang daripada 

sekolah yang belum tentu berhasil dan malah menghabiskan uang orang tua; (d) Faktor 

Biologis, Faktor biologis ini muncul salah satunya karena Faktor Media Massa dan Internet 

diatas, dengan mudahnya akses informasi tadi, anak-anak jadi mengetahui hal yang belum 

seharusnya mereka tahu di usianya. Maka, terjadilah hubungan di luar nikah yang bisa 
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menjadi hamil di luar nikah. Maka, mau tidak mau, orang tua harus menikahkan anak 

gadisnya. 

Sebagaimana telah diuraikan tentang perkawinan di bawah umur seseorang yang 

melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai 

macam dampak, seperti dampak hukum, pendidikan, kesehatan, pysikologis, biologis, 

perilaku seksual, dan dampak sosial. 

Pertama, Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang 

yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti; (a) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk 

melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 

izin kedua orang tua; (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, 

mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 

bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

Kedua, Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama 

pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau 

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan 

terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut 

akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. 

Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya 

proses pendidikan dan pembelajaran. 

Ketiga, Dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat 

mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak 

darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari 

berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga 

belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis 

berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali 

hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan 

hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang 
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harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Memang perkawinan 

dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif. 

Keempat, Dampak biologis, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih 

dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks 

dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan 

justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ 

reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak. 

Kelima, Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 19 

tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua 

dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada 

kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang 

menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini 

terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. 

Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir 

pada usia 19 tahun. 

Keenam, Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya 

dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi 

yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat 

bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati 

perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki 

yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan. 

Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan dibawah umur (anak) lebih banyak 

mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan 

untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan 

harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak, apalagi saat ini 

sudah ada aturan baru baik pria maupun wanita apabila ingin menikah harus berumur 19 

tahun. 

 

D. PENUTUP 

Dalam hukum Islam, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. 

Karenanya tidak ada alasan untuk menunda-nunda pernikahan selama kita yakin melangkah 

dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan anak tidak akan 
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menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan 

meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan yang telah ditentukan dapat 

dipenuhi, pernikahan bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi 

menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia. 

Tetapi pernikahan di bawah umur melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat harus 

dilakukan dengan pencatatan dan harus memenuhi syarat umur bagi kedua calon mempelai. 

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 

19 tahun. Ketentuan ini ditemukan juga dalam dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) yang merupakan penjaran dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperuntukkan bagi 

pemelukagama Islam. Terabaikannya syarat-syarat tersebut yang diatur oleh ketentauan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan 

pidana. lihat ketentuann UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Kemudian UU 

NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 
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